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Abstract : The structure of the Indonesia government desingned in the 1945 Constitution,which
has been amended four times. The result of those amendments question about the appropriate-
ness of the structure and authorities related to the regional governance indicated by the Law 22
of 1999, especially the regional household theory.According to the rules mentioned, material,
formal and real theories have been applied in Indonesia. This article attempted to discuss these
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PENDAHULUAN

Kecenderungan demokratisasi  dalam
segala bidang dan tingkat pemerintahan
(khususnya daerah) di Indonesia, antara lain
diwujudkan dalam bentuk tuntutan aaerah-
daerah untuk mendapatkan dan melaksanakan
wewenang pemerintahan yang optimal, guna
memajukan kesejahteraan umum masyarakat
di daerah. Dalam perspektif tertentu , hal ini
terkait dengan persoalan tentang pengaturan
dan penerapan ajaran rumah tangga dalam
sistem pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah merupakan bagian
integral dari pemerintahan nasional yang
bertujuan untuk mewujudkan amanahrakyat,
pRitu cita-cita negara sebagaimana tertuang
dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.0leh
karena itu, pembangunan nasional dengan
sendirinya akan terkait pula dengan
pembangunan daerah itu sendiri. Dengan kata
lain, pernbangunan daerah merupakan salah

satu sasaran dan menjadi bagian integral dari
pembangunan nasional.

Dalam kaitan ininari.q kebijakan nasional
menegaskan bahwa peran aktif masyarakat
dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan
melalui pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab kepada daerah. Harns diupayakan
sedemikian rupa agar tercipta sistem
pemerintahan daerah yang demokratis dan
dapat memberikan pelayanan vang sesuai
dengan kepentingan masyarakat. Dalam suatu
negara demokrasi, pemerintah  harus
senantiasa melakukan kegiatan yang sesuai
dengan  kepentingan  bagi seluruh
rakyatnya.(ArentLijphart,1991:1)

Sejalan dengan konsepsi Negara Hukum,
cksistensi Pemerintah Daerah sgipgai
pelaksana ajaranruinah tanggadaerah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, tercapainya
kepentingan segeap rakyatnya, sangat
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tergantung pada pengaturan sistem peme-
rintahan daerah tersebut.

Dalam hubungan ini, muncul asumsi dasar,
yaitu bahwa pencapaian tujuan kescjahteraan
umum rakyat dan perlindungan berbagai
kepentingan rakyat di dacrah, secara mendasar
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pemerintahan daerah,
yang di dalamnya menentukan sistem/ajaran
rumah tangga vang dianut.

Dominasi kekuatan konfigurasi politik
yang mempengaruhi sistem perundang-
undangan pemerintahan daerah, telah
menyimpan persoalan yang mendasar, yaitu
tentang ajaran rumah tangga daerah yang
dianut.

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini
dimaksudkan untuk menganalisis mengenai;
Bagaimana pengaturan ajaran rumah
tangga dalam sistem pemerintahan daerah
menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun
19992

DESENTRALISASI DALAM KE-
RANGKA NEGARA KESATUAN RE-
PUBLIK INDONESIA

Di persada Indonesia, sistem sentralisasi
pemnah diterapkan dengan keras pada masa
pemerintahan kolonial Belanda, sebelum
akhimya bergeser pada sistem pemerintahan
desentralisasi. Namun demikian, ketika itu
terhadap kerajaan-kerajaan yang ada, diben
hak untuk mengatur ramah tangganya sendin
menurut hukum ash Indonesia berdasarkan
zelfbestuurende landschappen. Inilah awal
adanya hubungan dan pembagian wewenang
(urusan) pemerintahan, antara pemerintah
pusat dengan pemerintah dacrah.

Dewasa ini, konstruksi ketentuan Pasal |
ayat (1) UUD 1945 harus dibaca dengan
mengkaitkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945,
yang menentukan adanya pembagian wilayah,

vang melahirkan asas atau prinsip desen-
tralisasi. Berdasarkan itu, dapat dipahami
bahwa sistem pemerintahan dacrah menurut
UUD 1945 ditempatkan sebagai bagian (sub-
sistem) dari sistem pemerintahan Indonesia
(Josef Riwu Kaho, 1997:6). Konsekuensi
dianutnya penyelenggaraan pemerintahan
dengan sistem desentralisasi, ialah bahwa
pemerintah dacrah diber: hak untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri,
Konstruksi yuridis mengenai kewenangan
pemerintah daerah dalam menjalankan urusan
pemerintahan negara, diwujudkan dalam
sistem/ajaran rumah tangga daerah (Huis-
houdingsleer).

Secara umum, tidak satu pun negara di
dunia yang menganut bentuk Negara Kesatuan
dengan menjalankan pemerintahan sentralistik
secara mutlak, juga sebaliknya, tidak ada satu
pun dacrah otonom yang sepenuhnya bersifat
desentralisasi mutlak. Selalu ada kescim-
bangan dalam bidang pemerintahan, dalam arti,
daerah dapat melakukan pengurusan rumah
tangganya sendiri, dengan tetap dalam ikatan
sistem Negara Kesatuan,

Bagi Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia, keseimbangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemenintah Daerah dalam bidang
pemerintahan, secara mendasar dirumuskan
kembali dalam perubahan aturan dasamya,
yaitu dengan melalui amandemen UUD 1945,
Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang semula
hanya terdin dan satu pasal dan penjclasan,
setelah diamandemen tahun 2000, mengatur
materi muatan yang berbeda dengan Pasal
18 yang lama, schingga mengalami peru-
bahan, baik secara struktur maupun substansi
(Bagir Manan, 2001:7).

Dalam scjarah ketatanegaraan Indonesia,
scjak proklamasi kemerdcksan telah
dikeluarkan beberapa undang-undang dan
berbagai peraturan perundang-undangan
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tentang pemerintahan daerah, yang berlaku
dalam kurun waktu yang berbeda-beda.
Dalam kurun wakiu atau kondisi tertentu,
ajaran rumah tangga daerah ditentukan secara
tegas, akan tetapi pada masa atau kondisi lain,
kurang tercermin dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pemerin-
tahan dacrah tersebut.

Pada umumnya, peraturan perundang-
undangan tersebut dipengaruhi oleh situasi atau
sistem politik yang berlaku pada masanya,
sehingga implementasi dalam undang-undang
Pemenntahan Daerah selama ini berubah-ubah,
sangat dipengaruhi olch keadaan politik negara.

Menurut Pasal | Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan Daerah,
Pemerintahan Daerah adalah penyeleng-
garaan pemerintahan Dacrah Otonom oleh
Pemenintah Daerah dan DPRD menurut asas
desentralisasi.

Dengan asas desentralisasi berarti bahwa
Dacrah dijamin memiliki keleluasaan dalam
menyelenggarakan pemerintahan dacrahnya
sendiri. Keleluasaan yang dimaksud, bukanlah
ketidaktergantungan dalam segala hal
(absolute onafhankelijkheid), scbab dacrah
dan pemenntahannya merupakan bagian dari
wilayah negara dan pemerintahan nasional,
Pemenintah Pusat senantiasa dapat membatas:
keleluasaan itu bila ?ianggap menyimpang,
untuk menjamin kesatdan dalam ncgara (Ateng
Syafrudin, l99|:l3}"!). Dengan kata lain,
keleluasaan itu tidak berkonteks “negara dalam
negara”, sebab Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal |
ayat 1 UUD 1945).

Pemberian keleluasaan atas sejumlah
kewenangan dan tanggungjawab kepada
Daerah, merupakan jaminan terhadap hak-hak
individual ataupun kelompok masyarakat
(daerah) (E., Utrecht, 1960:16-17). Kele-
luasaan (otonomi) Daerah juga merupakan

3

sarana pendidikan menuju kemandirian dacrah
untuk belajar memecahkan masalah-masalah
daerahnya sendiri, tanpa harus selalu meng-
gantungkan diri kepada Pemerintah Pusat.
Pada sisi lain, Pemerintah Pusat secara kese-
luruhan tetap bertanggungjawab atas masalah
pemerintahan dan pembangunan dacrah
kepada pemegang kedaulatan rakyat, (Ateng
Syafrudin, 1991:131)

Perwujudan tanggungjawab pusat kepada
daerah adalah berupa pemberian bimbingan,
pembinaan, pengendalian, dan bantuan lainnya,
agar pemenntah dacrah dapat menjalankan
fungsinya secara optimal bagi rakyat di dacrah-
nya,

AJARAN RUMAH TANGGADAERAH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 1999

Pengaturan pemerintahan dacrah dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih
menggunakan landasan konstitusional yang
lama, yaitu Pasal 18 Undang-undang Dasar
1945 beserta penjelasannya. Kini pasal ter-
sebut telah diamandemen, dan penjelasannya
sudah dihapus, schingga beberapa ketentuan
dalam undang-undang tersebut perlu direvisi
kembali,

Walaupun telah dilakukan amandemen,
namun prinsip yang dianut tetap sama, yaitu
bahwa prinsip pemberian hak kepada daerah,
adalah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga dacrah sendiri. Dalam rangka pelak-
sanaan otonomi dimaksud, kepada dacrah
diberikan scjumlah wewenang pemerintahan
sebagai isi otonomi. Untuk mengetahui jaran
rumah tangga apa yang dianut olch Undang-
undang terscbut, maka berikut ini akan dikaji
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
ajaran rumah tangga daerah.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 menentukan bahwa :
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(1) Dalam rungka pelaksanaan asas desen-
tralisasi, dibentuk dan disusun daerah
Provinsi, Dacrah Kabupaten, dan Daerah
Kota yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat,

(2) Daserah-dacrah sebagaimana dimaks
pada ayat {1) masing-masing berdiri
sendiri dan tidak mempunyai hubungan
hicrarkhi satu samss lain.

Kewenangan daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendini, disebut
dengan istilab “otogomi dacrah™

Mengenai isi dari otonomi dacrah,
ditentukan dalam Pasal 7, scbagai berikut ;
(1) Kewenangan Dacrah mencakup

kewenangan dalam scluruh bidang
pemnerintahan, kecuali kewcnangan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moeter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain.

(2) Kewenangan bidang lain, scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan
tentang perencannan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional
secara makro, dana perimbangan
Kkeuangan, sistem adminisirasi negara dan
lembaga perckonomian  negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya manusia, perdayagunaan sumber
daya alam semesta serta teknologi tinggs
yang strategis, dan standarisasi nasional.
Berdasarkan rumusan pasal Pasal 7

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

kewenangan daerah otonom, meliputi seturuh
kewenangan Pemerintah Pusal, Pengaturan
seperti ini, sudah mengaruh kepada konsep
negara federal, yang mengenal adanya
pembagian kekuasaan anfara negara federal
dan negara bagian. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa secara konseptual, Indoncsia

menganut sistem negara kesatuan, namun

secara riil dianut sistem negara federal.

Kewenangan pemerintahan yang
pusat, kemudian dibagi lagi menjadi
kewenangan provinsi dan kewenangan
kabupaten'kota, sebagaimana diatur dalum
Pasal 9, yakni :

(1) KewenanganProvins schagn dacrih oéocom
mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat fintss kabupaten
dan kota, serta kewerangan  dalam bidang
pemerintahan terientu lamnya;

(2) Kewenangan provinsi sebagai dacrah
otonom termasulk jugs kewenangan yang
tidak atau belum dapat dilaksanakan
Dacrsh Kabupaten dan Dacrah Kota.
Ketentuan Pasal 9 tersebut diberi penje-

lasan sebagai berikut :

“Kewenangan bidang pemerintahan yang
bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti
kewenangan di bidang pekerjaan wmum,
perhubungan, kehutanan dan perkebunan,
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang
pemerintahan tertentu lainnya, adalah:

a. Perencanaan dan pengendalian pem-
bangunan regional secara makro |

b, Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber

days manusia potensial, dan penelitian

yang mencakup wilayah provinsi;

Pengelolaan pelabuban regional ;

Pengendalian lingkungan hidup ;

Promost dagang dan budaya/paniwisata ;

Penanganan penyakit menaular dan huma

tanaman ;

g. Perencanann tata ruang provinsi.
Kewenangan Dacrah Ksbupaten dan

Dacrah Kota yang tidak atau belum dapat

dilaksanakan, maka provinsi dapat melak-

sanakan selelah ada pernyataan dan Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota™

me a6
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. Mengacu pady ketentuan Pasal 7 dan
Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, maka yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sisa dari
kewenangan Pemerintah Pusat dan kewe-
nangan Pemerintuh Provinsi, Dengan de-
mikian, segala upa yang menyangiut keladupan
masyorakat di daerah, selurubnyas dapat
dilakukan olch Pemerintah Daeruh, tanpa
melalui penyerahan secara formal oleh Pe-
merintah Pusat. Selain itu dalam undang-
undang i1 tidak dikenal adanya penambahan
kewenangan, karena seluruh kewenangan
pemerintahan telah dibagi habis antara Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan formulasi undang-undang
seperti tersebut i atas, maka istilah yang tepat
adalah “pembagian kekuasaan/kewenangan”,
dan bukan “pelimpahan wewenang”,
Pelimpahan wewenang dilakukan melalui
tindakan hukum dani pejabat tertentu, dengan
menycbutkan isi/substansi wewenang yang
dilimpahlan.

Menurut Undang-undang ini, pemberian
kewenangan otonomi kepada Dacruh Ka-
bupaten dan Dacrah Kota didasarkan pada
asas desentralisasi saja, dalam wujud otonom
yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
Kewenangan otonomi Juag adalah keleluasaon
dacrah untuk menyelenggarakan pemerin-
taban yang mencakup kewenangan semua
bidang pemenntahan, kecuali kewenangan
yang dimiliki olch pusat dan provinsi, Kele-
feasaan otonomi mencakup pula kewenangan
yang utuh dan bulat dalam penyclengga-
raannya, mula dan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi avala mengandung arti
kelcluasaan dacrah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemenntahan di bidang tertentu,
yang secara nyata, ada dan diperlukan, serta
tumbuh, hidup dan berkembang di dacrah,

Selain ita, otonomi yang bertanggungjawab

adalah berupa perwujudan pertanggung-

Jawaban scbagui kensekuensi pembenian hak

dan kewenangan kepada daerah dalam wujud

tugas dan kewajiban vang harus dipikul oleh
dacrah dalam mencapai tujuan pemberian
otoenomi.

Prinsip-prinsip pembenan otonomi dserah
yang dijadikan pedoman dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah ;

I. Penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, seria
potensi dan keanekaragaman daerah |

2. Pelaksanaan otonomi dacrah didasarkan
pada otonomi huas, nyata, dan bertang-
gungjawab ;

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas
dan utuh, diletakkan pada Daerah Kabu-
paten dan Daerah Kota, sedangkan oto-
nomi provinsi merupakan olonom yang
terbatas ;

4. Pelaksannan otonomi dacrah, harus lebih
meningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan karcnanya, dalam Daerah
Kabupaien dan Daerah Kota tidak ada
lagi wilayah administrasi |

5. Pclaksanaan otonomi daerah harus sesuai
dengan konstitusi negara, sehingga tetap
terjamin hubungan yang serasi antara
Pusat dan Daerah, serta antar Dacrah |

6. Pelaksanaan olonomi dacrah, harus Icbih
meningkatkan peranan dan fungsi badan
legislatif dacrah, baik fungsi legislutif,
fungsi pengawasan, mawpun fungsi ajaran
atas penyeclenggaraan pemerintahan
dacrah ;

7. Pelaksansan asss dekonsentcast dile-
takkan pada Dacrah Provinsi dalam
kedudukan sebaga: wilayah administratif
untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan
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kepada Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat ;

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan
dimungkinkan, tidak hanya dari
Pemeriniah Pusat kepada Dacrah, tetapi
Jjuga dari Pemerintah Pusat dan Daerah
kepada Desa, yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana, scria
sumberdaya manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaan dan memper-
tanggungawabkan kepada yang memgas-
kannya
Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di

atas, maka asas-asas penyelenggaraan

pemenntaban daerah yang dsanut olch Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah |

I. Asas Desentralisasi, untuk Daerah
Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota ;

2. Asas Dekonsentrasi, uniuk Daerah
Provinsi ;

3. Asas Tugas Pembantuan, untuk Dacrah
Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan
Desa.

Dalam hubungan dengan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan dacrah
tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa
“tidak ada perbedaan mendasar (prinsipil)
antara otonomi dan tugas pembantuan. Urusan
rumah tangga dacrah dalam otonomd meliput:
substansi urnssan dan tutacara menyclenggara-
kan urusan tersebut. Urusan rumah tangga
dalam tugas pembantuan, hanyas mengenas
tatacara penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap
ada pada satuan pemerintahan yang dibantu.
Baik dalam otonomi maupun lugas pem-
bantuan, dacrah sama-sama mempunyai
kebebasan mengatur dan menyelenggaraken
urusan tersebut, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
kesusilaan dan kepentingan umum. (Bagir
Manan, 1993:147)

Isi otonomi daerah, hanya terbatas pada
urusan di bidang penyclenggaraan peme-
nntahan atau administrasi negare. Oleh karena
itu, peraturan dacrah hanya terbatas pada
bidang administrasi negara (administra-
ticfrechtclijk), Dengan demikian, wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
membuat peraturen dacrah, pada dasamya
serupa dengan wewenang meagatur (regelen)
yang ada pada badan atau pejabat administrasi
negara lainnya.(Bagir Manan, 1993;147)

Mengacu kepada ketentuan Pasal 7 dan
Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, maka ajaran rumah tangga daerah yang
dianut adalsh ajaran rumah tangga materiil,
karena terdapat pembagian kekuassan secara
konkret antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
dalam undang-undang ini, maka selain ajaran
rumah tangga materil, juga dianut sjaran
rumah tangga riil. Hal ini dapat dilibat dari
ketentuan-ketentuan sebagai berikut -

Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Dacrah dibentuk
berdasarkan pertimbangan kemampuan
ckonomi, potensi dacrah, sosial-budaya, sosial
politik, jumlah penduduk, luas dacrah, dan
pemmbangan lain yans mmnmnm

Pml 6 -ym (1) lmbunyl "‘Daa'lh yang
tidak mampu menyelenggarakan otonomi
daerah dapat dibapus dan atau digabung
dengan daersh lain",

Ayat (2) berbunyi “Daerah dimekarkan
menjadi lebih dari satu dacrah™.

Ada tign hal yang diatur dalam kedua
pasal tersebut, yakni ;

1. Pembentukan dacrab otonom harus
berdasarkan syarat-syaral tertentu,
dalam rangka tersclenggaranya otonomi
dacrah ;

2. Daerah otonom yang tidak mampu

menyelenggarakan otonomi dacrah, dapat
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dihapus atiu digabungkan dengan dacruh

lain

3. Dsemub yang mampu menyelengoarskan
otonomi dactab, dan memenuhi syarats
syarst yang ditentukan dalam undang.
undang. dapat dimekarkan mengad lebih
dari satu dserah,

Tentunya, ukuran mampu dan tidak
mampu, harus dilihay dan keitenia yang
ditentukan dalam undang-undsng. Sayangnya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak
menentukan kriteria dimaksud. Walau
demikian, dapat ditafsirkan babwa ukuran
kemampuan daerah, tidak lain adalah
kemampuan melaksanakan urusan-urusan
pemenniahan yang menjadi isi otonomi.
Permasalahannya adalsh, kapan suaty deersh
dikatakan mampu melaksanskan urusan
pemerintaban, dan kapan sustu daerab
dikatukan tidak mampu meiaksanakan wrusan
pemerintahan yang menjadi wrusan rumah
tangga daerah.

Hendaknya, kriteria ini ditentukan secara
tegns sctiap kali ada pemekaran dan peng-
hapusan atsu penggsbungan daerah otonom,
dengun tetap mengacu pada ketentuan hakum
formal_ Jika ndak, maks mungkin saja aken
menimbulken keresalan bagi masyarakst &i
suatu daerah yang dihopes atau digabung, dan
jugn akan menimbulkan kecemburuan bagi
dacrah lain, bila suatu dacrah yang diusalkan
untuk dimckarkan, kenwdian disetujui oleh
pemenmtah pusal, sedangkan daerah lain yang
diusulkan untuk dimekarkan ternyata tidak

KESIMPULAN DAN SARAN
Ajaran rumah tangga dacrah yang dianut

oleb Undang-wndang Nomor 22 Tshun 1999
adalah agemn turmah tangga matenil, formil, dan

ril. Undeng-undang ini menganut sistem
otanom: yang tdak hirarkhis, schingga antara
provinsi dan kabupaten/kota tidek memiliki
hubungan kewenangsn msupun hubungan
pengawssan,

Dengan dsterbitkan UL No. 22 tabun 1999,
maka kewenangan dacrah kabupatenkota
merupakan sisa dari kewenangan Pusat dan
Provinsi. Makna yang tercakup dalam
ketentuan ini adalah balwa, daersh kabuapten’
kota dapat mengater dan mengurus wusan
pemerintshan apa sajo vang tidok tenmasuk
dalam kewenangan pusst dsn provinsi
Dengan demikian, maka daerah knbupaten/
kot menganut otonomi luas, sedangken
daerah provinsi menganut olonomi terbatas.

Pasal 18 ayat(2) UUD 1945 menentukan
bahwa : “Pemerintah dacrab provins:, daerah
kabupaten dan kota mengatur dan mengurss
sendins urussn pemermntahan menurut gsas
otomomi dan tagas pembantuan”. Hal ini berast:
bahwa pemberian status ganda pada provins:
Dengan demikian, berdasarkan hirarkhi
peraturan perundang-undangun, maka undeng-
undanglsh yang harus diresisi dan disesuaikan
dengan ketentuan UUD.

Remusan pembagian wewenang
pemerintahan seperts diatur dalam Pasal 7
Undang-undang Nomor 22 Tshun 1999
menunjukkan “residual powers™, karena
kekvasaan daerah merupakan sisa dari
kekuasaan pusat, schingga kekuasaun dacrah
menjadi sangat luas atau besar Untuk
melaksanakin kekuasaon yang leas atau besar
tersebut, disamping membutuhkan sumber
daya kevangan yang cukup, juga sumber daya
yang lain, seperti : sumber daya manusia,
sumber daya alam dan sehagainya. Di lain
piiak kemyataan menunjukkan bahwa keadaan
sumber daya setiap dserah berbeda beda,
sehingga akan menimbulkan kesenjangan
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penyelenggaraan otonom dacrah antara
daeruh yang satu dengan daerah lainnya,

Mengingat adunya perubakan UUD 1945,
khususnya Pasal 18, maka, pembertan status
ganda bags provinsi yakni sebagai daerah
otomom dam wilsysh adminsstratif perly ditmjau
kembals,

Ajaran rumah tangga dserah yang dianut
olch Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
yang lebeh menckankan pada ajaran rumah
tanggs maten), perly diganti dengan sistem
gjaran rumah tangga formil dan sistem ajeran
rumah tangga ri2l, Dengan demiksan ist otonomi
antara daersh yang satu dengan daerah lain
akan berbeds, sesuai dengan kondisi daerah
yang bersangkutan, Urusan pemerintahan yang
nyata-nyata tidak mampu ditangani oleh suatu
daeruh, maka bal stu merupakan kewajiban
pemenntah pusat untuk menanganmya. Ini
sesusi Cengn prinsip negara kesatuan, yakni
negars (pemeriniah) merupaken penanggurg-
jawab tertingg! atas penyelenggaraan peme-
rintzhan dalam negara.

Pertu depikorian altematif yang lain, yakni
pemberian otonomi cukup kepada kabupaten
dan kota dengan pertimbangan hubungan
kedekatan dengan masysrakat, schingga
dengan demiksan fungsi pelayanan umum
(public service) dilakukan secara bebih efisien
dan efckuf. Sedangkan provinsi cukup
diberikan status scbogat wilayah admenistratif,
ying merupakan perangkst pemerinteh pusst
dalam mewujudkan tugas-tugas dekon-
senirusi.
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